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Abstract
Street children are groups of vulnerable children who need special attention. In social-psychologhical, street children are
often faced with a dilemma situation. They have to survive on the street, often in their daily life misbehaving so endanger
themselves, others, and public order. Negative stigma attached to street children in the community. Therefore, City
Government implement empowerment of street children by building a special place that accommodate children with social
problem namely is UPTD Kampung Anak Negeri. This research to describe how effective empowerment of street children in
UPTD Kampung Anak Negeri. The type of research is descriptive qualitative and techniques of informant selection using
purposive sampling that informants are those who know exactly about the problems. The result obtained from this research
that the implementation of steet children empowerment in the UPTD Kampung Anak Negeri is less effective. It can be seen
from the goal has not reached the specified target, less comprehensive strategy, the implementation of activities has not been

effective, and control system are unsustainable
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Pendahuluan

Pembangunan antar daerah yang tidak merata
dan kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan
menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi suatu
kota.  Perkembangan  kehidupan  perkotaan
seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan kota
itu sendiri sehingga menimbulkan deraskan arus
urbanisasi karena kota menjadi daya tarik bagi
pedesaan untuk berbondong-bondong mengadu
nasib ke kota. Disisi lain, krisis ekonomi yang
melanda Indonesia telah membawa perubahan yang
cukup berarti. Daya beli masyarakat merosot tajam,
harga barang-barang melonjak naik, kebutuhan
pokok melambung tinggi, kemampuan produksi
pabrik menurun, karyawan di PHK sehingga
akibatnya terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin.

Urbanisasi berlebih dan krisis ekonomi yang
berkepanjangan menimbulkan berbagai
permasalahan sosial yang menyertainya. Hal ini
mendorong bertambahnya jumlah Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Permasalahan sosial seringkali menjadi isu
sekunder karena dinilai tidak mendatangkan PAD
bagi pemerintah, sehingga pemerintah kurang
sensitif terhadap permasalahan sosial yang ada.
Kementerian Sosial mengungkapkan hingga tahun
2013 jumlah fakir miskin di Indonesia sebanyak
29,03 juta jiwa, gelandangan 55.740 jiwa, pengemis
33.041 jiwa, lanjut usia terlantar 2,8 juta jiwa, anak
terlantar 5,4 juta jiwa, bayi terlantar 1,2 juta jiwa
dan anak jalanan 230.000 jiwa.

PMKS tak hanya dialami oleh penduduk
dewasa saja. Anak-anak pun mengalaminya.
Menjadi PMKS di usia anak-anak akibat tekanan
kemiskinan, masalah keluarga atau karena faktor
lainnya menjadikan anak-anak tidak memperoleh
kesempatan untuk tumbuh kembang secara wajar,

tidak terpenuhinya hak-haknya bahkan mereka
terpaksa mengalami situasi yang tidak diinginkan
dan rentan diperlakukan salah. Berikut ini jumlah
PMKS yang tergolong anak-anak di Indonesia:
Tabel PMKS Anak-Anak di Indonesia

Tahun 2013
No Jenis Jumlah Persentase
1. | Anak 5,4 juta anak 78,9 %
terlantar
2. | Bayi 1,2 juta anak 17,6 %
Terlantar
3. | Anak Jalanan | 230.000 anak 3,4 %

4. | Anak
Berhadapan
dengan
hukum

5.952 anak 0,09 %

Sumber: Kementerian Sosial, 2013

Dari keempat jenis PMKS yang dialami anak-
anak diatas, anak jalanan merupakan salah satu
anak-anak PMKS yang tidak bisa dilepaskan dari
kota-kota besar di Indonesia. Meskipun jumlahnya
tidak sebesar anak terlantar namun anak jalanan
merupakan fenomena sosial dimana mereka dalam
usia yang masih tergolong anak-anak harus hidup
pada lingkungan yang rawan terhadap tindak
kekerasan dan eksploitasi. Jika kondisi tersebut
terus dibiarkan, maka akan mempengaruhi kualitas
generasi mendatang.

Akibat krisis ekonomi, jumlah anak jalanan di
Indonesia meningkat tajam. Depsos memprediksi
pada tahun 1997 terdapat kurang lebih 50 ribu anak
yang menghabiskan waktu produktifnya di jalan.
Pada masa krisis jumlah anak jalanan mengalami
peningkatan yaitu sebesar 400 %. Pendataan dan
survei yang dilakukan oleh PKMP Atmajaya ,
Departemen Sosial dan Asian Development Bank
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(1999) di 12 kota mencatat ada 39.861 anak
jalanan. Namun kedua sumber tersebut meyakini
bahwa anak jalanan di Indonesia secara jauh di atas
perkiraan tersebut. Sebuah laporan dari Pemerintah
Amerika Serikat tentang situasi HAM  (2002)
menyatakan ada sekitar 170.000 anak jalanan di
Indonesia. Sedangkan Hariadi & Suyanto (1999)
yang membandingkan data departemen sosial
dengan prediksi lonjakan jumlah anak jalanan
berbagai daerah pada masa krisis, dengan kisaran
empat hingga lima kali lipat, jumlah anak jalanan
berkisar antara 150.000-200.000. Peningkatan
sebelum dan sesudah masa krisis juga terlihat di
berbagai kota di Indonesia. Di Jakarta sebelum
krisis jumlah anak jalanan di perkirakan sekitar 3
ribu orang, tetapi setelah terjadi krisis jumlahnya
menjadi 16.000 orang (meningkat lima kali lipat)
dan di Batam sebelum krisis jumlah anak jalanan
sekitar 150-200 anak, setelah krisis jumlahnya
meningkat menjadi 500-600 anak. Begitu pun yang
terjadi di Surabaya, Dinas Sosial Kota Surabaya
memperkirakan pasca krisis jumlah anak jalanan di
Surabaya telah meningkat sekitar 30 %
dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2007, Propinsi Jawa Timur pernah
menjadi propinsi dengan jumlah anak jalanan
terbanyak di Indonesia, yakni sebesar 13.136 jiwa.
Jumlah ini didasarkan pada pendataan yang
dilakukan oleh Departemen Sosial Rl pada tahun
2007, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel Provinsi dengan Jumlah Anak Jalanan
Terbanyak Tahun 2007

No Provinsi Jumlah Persentase
1. | Jawa Timur 13.236 24,4 %
anak
2. | Nusa Tenggara | 12.307 229 %
Barat anak
3. | Nusa Tenggara | 11.889 22,1 %
Timur anak
4. | Jawa Tengah 10.025 18,6 %
anak
5. | Jawa Barat 6.428 anak | 12 %

Sumber: Departemen Sosial RI, 2007

Surabaya sebagai ibukota Jawa Timur dan
kota terbesar kedua setelah Jakarta banyak
mengalami kemajuan di berbagai bidang seperti
pembangunan fisik, ekonomi maupun sosial.
Namun ironisnya, permasalahan mengenai anak
jalanan  belum tuntas untuk diselesaikan.
Keberadaan anak jalanan di Kota Surabaya masih
dijumpai di sejumlah pusat keramaian, seperti
persimpangan jalan,stasiun, terminal, halte, bus,
mall dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Pemerintah  Surabaya sebenarnya telah
memberikan perhatian kepada anak-anak yang
terkategori PMKS dengan ditandatanganinya nota
kesepakatan/MOU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur
pada 2004 untuk mengadakan kerjasama dalam
penanganan PMKS dengan memprioritaskan pada 5
kategori yaitu Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila,

Gelandangan, Gelandangan Psikotik dan pengemis.
Meskipun telah mendapat prioritas penanganan
namun anak jalanan masih banyak ditemukan
diberbagai sudut Kota Surabaya. Mereka harus
hidup dengan cara yang keras bahkan dicap sebagai
pengganggu ketertiban dan keindahan kota. Banyak
resiko atau yang dihadapi oleh anak jalanan yang
menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki
kemandirian dalam melaksanakan fungsi sosialnya
secara memadai di tengah kehidupan masyarakat.
Pada umumnya anak jalanan terpaksa harus putus
sekolah karena sebagian besar waktunya di
habiskan di jalanan. Selain itu, anak jalanan juga
kerap memperoleh kekerasan dan eksploitasi baik
olen sesama anak jalanan, keluarga, komunitas
jalanan, preman, masyarakat umum dan juga oleh
petugas keamanan karena mereka dianggap
menganggu ketertiban. Anak jalanan juga sering
terlibat dengan jenis pekerjaan kriminal seperti
mencuri dan merampok untuk bertahan hidup. Serta
kerapkali mereka terjebak pada gaya hidup
menyimpang seperti mengkonsumsi alkohol dan
obat-obatan terlarang.

Sebenarnya hak-hak perlindungan anak telah
dijamin dengan diadakannya Konvensi Hak Anak
yang memuat empat hak yaitu Survival Rights,
Development Rights, Protection Rights, dan
Participation Rights. Indonesia menindaklanjuti
dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No.
36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on
the Right of the Child (Kovensi Hak Anak). Selain
itu, di dalam UUD 1945 juga telah diamanatkan
untuk melindungi anak-anak yang mana pada pasal
28 b ayat 2 disebutkan, “Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi” dan pasal 34 berbunyi “Fakir miskin
dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.
Perlindungan terhadap hak-hak anak juga termuat
dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.Kemudian hal-hal tentang kesejahteraan
anak telah diatur pada UU No. 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak serta hal-hal mengenai
perlindungan anak pada UU No. 23 Tahun 2002.
Lebih khusus, Kota Surabaya memiliki Perda No. 6
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak guna menjamin dan melindungi hak-hak
anak. Selain itu, bagi anak-anak yang termasuk
dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan
kesejahteraan sosial diatur oleh Perda No. 2 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial.  Dasar hukum  yang  memberikan
perlindungan terhadap anak-anak terlebih anak
yang bermasalah sosial telah telah ada di level
internasional, nasional maupun lokal.

Jumlah anak jalanan di Surabaya masih dapat
diperdebatkan mengingat sifat anak jalanan yang
memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Anak jalanan
yang berhasil di data oleh Dinas Sosial Kota
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Surabaya yaitu pada tahun 2009 terdapat 285 anak
jalanan, pada tahun 2010 turun menjadi 80 anak
jalanan, pada tahun 2011 menurun menjadi 45 anak
jalanan, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi
114 anak jalanan dan di tahun 2013 menurun
menjadi 94 anak jalanan.
Tabel Jumlah Anak Jalanan Tahun 2009-
2013 di Surabaya

No Tahun Jumlah Persentase
1 2009 285 jiwa 46,11 %
2 2010 80 jiwa 12,94 %
3. 2011 45 jiwa 73%
4. 2012 114 jiwa 18,45 %
5. 2013 94 jiwa 15,2 %
Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2014

Jumlah anak jalanan yang berhasil di data oleh
Dinas Sosial terkesan sangat sedikiti, padahal di
lapangan masih terdapat banyak anak jalanan yang
berkeliaran di sepanjang pusat-pusat keramaian di
Surabaya seperti perempatan jalan maupun mall.
Mereka baisanya berjualan Koran atau meminta-
minta. Surabaya tidak memiliki data yang
mensurvei seluruh anak jalanan di sepanjang Kota
Surabaya bukan di dasarkan pada wilayah
perkecamatannya karena jika perwilayah yang
dapat di ambil adalah anak jalanan yang masih
hidup dengan keluarganya saja, padahal ada tiga
tipe anak jalanan yaitu on the street (berhubungan
dengan keluarga), of the street (memutuskan
hubungan dengan keluarga) dan in the street
(berasal dari keluarga yang hidup di jalanan).

Kehidupan anak jalanan yang banyak
resikonya menandakan bahwa mereka belum
mandiri dalam menilai dan mengembangkan
potensi dalam dirinya sendiri. Setiap anak memiliki
potensinya masing-masing, hanya saja anak jalanan
tidak mampu melihat dan mengembangkan potensi
yang dimiliknya sehingga mereka belum bisa
mandiri menjalankan fungsi sosialnya di tengah-
tengah masyarakat. Jalanan bukanlah lingkungan
yang aman dan cocok bagi tumbuh kembang anak.
Ketidakmandirian anak jalanan di lingkungannya
membahayakan dirinya sendiri karena banyak
kondisi-kondisi rawan yang diterimanya oleh
orang-orang di sekitarnya.

Dalam memberdayakan anak jalanan di
Surabaya, Dinas Sosial membentuk tempat khusus
untuk menampung anak yang bermasalah sosial
yang dinamai UPTD Kampung Anak Negeri.
UPTD ini dibentuk oleh Dinas Sosial pada 4
Januari 2009 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Nomor: 467/ /436.6.15/2009 dilanjutkan dengan
turunnya Perwali No 61 tahun 2012 tentang Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri
pada Dinas Sosil Kota Surabaya.

Di dalam UPTD Kampung Anak Negeri
dilakukan program pemberdayaan yang ditujukan
bagi anak yang bermasalah sosial, salah satunya
anak jalanan yaitu dangan memberikan daya kepada
anak-anak  jalanan agar mereka  mampu

meningkatkan kemandiriannya sehingga tidak turun
lagi ke jalanan. Dibentuknya UPTD Kampung
Anak Negeri bertujuan untuk mewujudkan anak-
anak yang bermasalah sosial berperilaku normative
dan mandiri sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya secara mandiri. Dalam meningkatkan
kemandirian anak-anak bermasalah sosial salah
satunya anak jalanan tidak cukup dengan
memberikan stimulus materi saja, namun yang
paling penting adalah hak untuk memperoleh akses
bagi perubahan kehidupannya. Kehidupan anak
jalanan dapat dirubah apabila mereka memperoleh
pendidikan  dan  ketrampilan yang  dapat
meningkatkan kemandirian mereka. Selama ini
UPTD Kampung Anak Negeri dalam meningkatkan
kemandirian anak-anak binaannya dengan cara
memberikan  intervensi  melalui  bimbingan-
bimbingan meliputi: bimbingan mental dan
spiritual, bimbingan jasmani, bimbinan bakat
minat, bimbingan kognitif, dan bimbingan sosial.

Saat ini, UPTD Kampung Anak Negeri
menampung 34 anak yang kesemuanya adalah laki-
laki yang berusia 10-18 tahun. Jumlah ini masih
dibawah daya tampung UPTD, karena daya
tampung yang dapat menghuni UPTD adalah 35
anak. Jumlah tersebut masih belum cukup
membantu mengentaskan anak bermasalah sosial di
Surabaya mengingat jumlah anak jalanan, anak
nakal dan anak terlantar masih cukup banyak yang
mana mereka semua membutuhkan pelayanan
kesejahteraan sosial yang layak dari pemerintah.
Selain itu, yang dapat menjadi penghuni UPTD
hanya yang berjeniskelamin laki-laki, padahal
banyak anak jalanan perempuan juga banyak
menghabiskan waktunya mencari uang di jalanan.
Resiko perempuan yang menjadi anak jalanan lebih
besar dibandingkan dengan laki-laki. Anak jalanan
perempuan rentan terhadap seks bebas dan
prostitusi hingga terkena penyakit menular seksual
karena minimnya pengetahuan mereka terhadap alat
reproduksi.

Anak jalanan dibina di UPTD Kampung Anak
Negeri mengikuti berbagai kegiatan untuk merubah
perilaku mereka yang terbiasa bebas. Bimbingan
mental spiritual amat ditekankan melalui kegiatan
ibadah yaitu sholat berjamaah dan mengaji.
Bimbingan jasmani dilakukan dengan mengadakan
senam kesegaran jasmani dan kerja bakti
membersihkan lingkungan UPTD. Bimbingan
sosial bertujuan membangun komunikasi dengan
orang lain melalui sosialiasi lingkungan sekitar, dan
bimbingan minat dengan cara memfasilitasi
kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya
misalnya musik dan handycraft. Segala bentuk
kegiatan itu dikerjakan untuk mengubah mindset
dan sikap mereka menjadi lebih baik. Dalam
pelaksanaannya, anak-anak seringkali kurang
disiplin karena terbiasa hidup bebas. Motivasi
mereka untuk maju juga rendah. Hasil yang didapat
dari mengikuti kegiatan tersebut kurang terasa jika
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orangtua tidak mampu melanjutkan proses
pemberdayaan saat di UPTD sehingga tidak
menutup kemungkinan anak akan kembali lagi ke
jalanan.

Dengan melihat latarbelakang tersebut penulis
tertarik untuk mengetahui bagaimana efektivitas
pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan di UPTD
Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota
Surabaya. Penelitian ini penting untuk dilakukan
mengingat kualitas hidup anak jalanan sangat
memprihatinkan, hal ini akan berdampak pada masa
depan mereka kelak. Padahal mereka adalah aset
bangsa yang akan menjadi tumpuan masa depan
bangsa. Jika kondisi yang memprihatinkan ini terus
berlanjut akan mempengaruhi  kelangsungan
pembangunan kelak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi-
kan efektivitas pemberdayaan anak jalanan yang
berlangsung di UPTD Kampung Anak Negeri.
Manfaat  akademis penelitian ini  adalah
memberikan  sumbangan pemikiran terhadap
perkembangan Imu Administrasi Negara terutama
dalam pengembangan teori mengenai efektivitas
pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Selain
itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi  bagi peneliti lain yang mengkaji
efektivitas kebijakan atau program di masa
mendatang. Sedangkan manfaat praktis dari
penelitian ini adalah memberikan gambaran kepada
Pemerintah Kota mengenai efektivitas
pemberdayaan anak jalanan di Surabaya. Penelitian
ini juga dapat memberikan informasi bagi perumus
kebijakan untuk melakukan upaya perbaikan bagi
kebijakan yang akan datang. Selain itu, dapat
memberikan masukan atau saran bagi UPTD
Kampung Anak Negeri dan Dinas Sosial dalam
pemberdayaan anak jalanan di Surabaya.

Efektivitas

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif
yang mengandung pengertian  dicapainya
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Kata efektif berasal dari bahasa inggris
yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu
yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas
atau hasil guna dipahami sebagai derajat
keberhasilan suatu program dalam usahanya untuk
mencapai tujuan program tersebut. Steers dalam
Tangkilisan ~ (2005:142) menyatakan  bahwa
efektivitas harus dinilai terhadap tujuan yang bisa
dilaksanakan dan bukan terhadap konsep tujuan
umum. Jadi efektivitas dinilai menurut ukuran
seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan
yang layak dicapai.

Mahmudi  (2007: 84) mengemukakan
pendapatnya mengenai efektivitas. Efektivitas
merupakan hubungan antara output dengan tujuan,
semakin  besar kontribusi output terhadap
pencapaian  tujuan, maka semakin efektif
organisasi, program, atau kegiatan. Kurniawan

(2005:109) mengungkapkan bahwa efektivitas
adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari
suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya
tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
Sehubungan hal tersebut, maka efektivitas dalam
pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan dapat
diartikan sebagai sejauhmana pencapaian suatu
program dalam usahanya untuk mencapai tujuan
program tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa
seberapa besar keberhasilan program pemberdayaan
dalam mencapai tujuannya.

Sejalan dengan pendapat James L. Gibson
dalam Kurniawan (2005:107) menyatakan ada
beberapa kriteria untuk melihat sejauhmana
keefektifan suatu program, antara lain:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan
yang mantap
Perencanaan yang matang
Penyusunan program yang tepat
Tersedianya sarana dan prasarana
Pelaksanaan yang efektif dan efisien
Sistem pengawasan dan pengendalian
yang bersifat mendidik

Selain itu, ada tiga pendekatan yang
digunakan untuk mengetahui sejauhmana aktivitas
itu efektif. Pertama, pendekatan sasaran yang
memusatkan perhatian pada output yang sesuai
dengan rencana. Kedua, Pendekatan sumber yang
mengukur efektivitas dari input. Ketiga, pendekatan
proses yang melihat efektivitas pelaksanaan
program dari semua kegiatan proses internal atau
mekanisme organisasi.

Pada penelitian ini, pendekatan yang dipakai
adalah pendekatan proses karena menekankan pada
proses pelaksanaan program. Kriteria yang dipakai
dan relevan dengan penelitian adalah menurut
Gibson yaitu: kejelasan tujuan yang hendak dicapai,
kejelasan strategi pencapaian tujuan, perencanaan
yang matang, penyusunan program yang tepat,
tersedianya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang
efektif dan efisien, dan sistem pengawasan yang
mendidik.

90) N TOR B

Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari
kata “daya” yang Dberarti kekuatan atau
kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut,
maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk
memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dan
atau proses pemberian daya, kekuatan atau
kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada
pihak yang kurang atau belum berdaya.

Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat
meningkatkan kapasitas mereka melalui
ketersediaan sumber daya, kesempatan,
pengetahuan, dan ketrampilan sehingga mereka
dapat berpartisipasi terhadap lingkungannya. Hal
ini seperti yang dikemukakan oleh Payne dalam
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Isbandi (2002:163) bahwa suatu pemberdayaan
(empowerment) pada intinya ditunjukan guna
membantu  klien memperoleh  daya untuk
mengambil keputusan dan menentukan tindakan
yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri
mereka, termasuk mengurangi efek hambatan
pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.
Pemberdayaan juga erat kaitannya dengan
mempersiapkan masa depan yang lebih baik seperti
yang dikemukakan oleh Shardlow dalam Ishandi
(2002:164) bahwa pemberdayaan membahas
mengenai bagaimana individu, kelompok atau
komunitas berusaha membentuk masa depan sesuai
dengan keinginan mereka.

Maka dapat disimpulkan bahwa
pemberdayaan merupakan suatu proses dimana
individu, kelompok atau komunitas memperoleh
daya, kekuatan, dan kemampuan agar dapat
mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang
dimiliki secara memadai dalam membentuk masa
depan yang lebih baik. Sehingga konsep
pemberdayaan yang dipakai dalam penelitian ini
adalah serangkaian tindakan atau proses yang
dilakukan oleh UPTD Kampung Anak Negeri
melalui  kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang
ditujukan kepada anak jalanan berupa bimbingan
mental, bimbingan jasmani, bimbingan bakat minat,
bimbingan kognitif dan bimbingan sosial agar anak
jalanan  memperoleh  daya, kekuatan dan
kemampuan sehingga dapat mengoptimalkan
sumber daya dan potensi yang dimiliki secara
mandiri.

Anak Jalanan

Huraerah (2006:53) mengemukakan definisi
anak jalanan sebagai anak yang menghabiskan
waktunya di jalanan, baik untuk bekerja maupun
tidak, yang terdiri dari anak-anak yang mempunyai
hubungan  dengan  keluarga atau terputus
hubungannya dengan keluarga, dan anak yang
mandiri sejak kecil karena kehilangan orangtua atau
keluarga. Pendapat lain dikemukakan oleh
Shalahuddin (2004:15) yang mendefinisikan anak
jalanan sebagai seseorang yang berumur dibawah
18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh
waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-
kegiatan guna mendapatkan uang atau guna
mempertahankan hidupnya. Penetapan batasan
umur di bawah 18 tahun mengacu pada ketentuan
yang terkandung pada Konvensi Hak-Hak Anak.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan
kenapa anak memutuskan untuk turun ke jalanan.
Suyanto (2010:196-197) menyatakan faktor yang
menyebabkan anak terjerumus dalam kehidupan
jalanan seperti kesulitan keuangan dalam keluarga
atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah
tangga orangtua, masalah hubungan anak dengan
orangtua, dan pengaruh karena teman. Shalahuddin
(2004:71)  menguraikan  faktor-faktor  yang
menyebabkan anak turun kejalanan, antara lain:

1. Faktor keluarga
Merupakan faktor yang paling dominan.
Meliputi, kemiskinan keluarga,
perceraian, kekerasan dalam keluarga,
eksploitasi ekonomi.

2. Faktor lingkungan

Faktor yang mendorong anak pergi ke
jalanan, misalnya karena pengaruh dari
teman atau bermasalah dengan tetangga.

3. Faktor-faktor lainnya

Bisa disebabkan oleh sesuatu diluar
jangkauan mereka, seperti penculikan
anak yang kemudian dieksploitasi atau
bencana alam.

Ada tiga kelompok anak jalanan menurut
Shalahuddin (2004:15), Pertama, Children on the
street merupakan anak-anak yang mempunyai
kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki
hubungan dengan keluarga. Kedua, Children of the
street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh
atau sebagian besar waktunya di jalanan yang tidak
memiliki atau memutuskan hubungan dengan orang
tua atau keluarganya lagi. Ketiga, Children in the
street atau children from the family of the street
adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh
waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga
yang hidup di jalanan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian
diskriptif kualitatif yakni untuk menggambarkan
efektivitas pemberdayaan di UPTD Kampung Anak
Negeri. Teknik penentuan informan menggunakan
teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan
data menggunakan wawancara, observasi dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan
peneliti dengan reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan serta teknik keabsahan data
dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.

Pelaksanaan Pemberdayaan Anak Jalanan di
UPTD Kampung Anak Negeri

Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Surabaya
merupakan program dari Dinas Sosial Kota
Surabaya. Dinas Sosial dalam memberikan
pemberdayaan anak jalanan adalah dengan
membentuk tempat khusus menampung anak-anak
bermasalah sosial termasuk di dalamnya anak
jalanan. Pada 4 Januari 2009, Pemerintah Kota
Surabaya melalui Dinas Sosial membentuk Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Anak
Wonorejo dan dilanjutkan dengan turunnya
Peraturan Walikota No 61 Tahun 2012 tentang Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri.

UPTD Kampung Anak Negeri memiliki visi
yaitu untuk mewujudkan anak-anak yang
bermasalah sosial berperilaku normative dan
mandiri sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya secara memadai dalam kehidupan
bermasyarakat. Misinya adalah menyelenggarakan
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pelayanan sosial bagi anak-anak yang bermasalah
sosial, Menumbuhkan kesadaran untuk
mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak
yang bermasalah sosial dan memfasilitasi tumbuh
kembangnya motivasi dan usaha masyarakat dalam
penanganan anak yang bermasalah sosial. Anak
bermasalah sosial yang dimaksud diatas meliputi
anak jalanan, anak terlantar dan anak nakal.

Pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan di
UPTD Kampung Anak Negeri melalui dua proses,
yaitu proses rekruitmen dan proses pelayanan.
Proses rekruitmen adalah proses masuknya anak
jalanan dari calon klien menjadi klien UPTD
Kampung Anak Negeri. Dalam proses rekruitmen,
terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh
calon klien UPTD. Tahapan tersebut antara lain:

1. Razia

Razia merupakan kegiatan yang bertujuan
menjemput atau pengambilan paksa menurut
ketentuan undang-undang terhadap anak-anak yang
bermasalah sosial dari jalanan. Pengambilan paksa
dari jalanan merupakan bentuk pencegahan
terjadinya eksploitasi secara ekonomi dan seksual
guna memberikan perlindungan khusus kepada
anak-anak tersebut, Anak jalanan yang terjaring
razia dibawa ke Liponsos Keputih. Disana mereka
mengikuti pembinaan awal dan pemeriksaan
kesehatan selama 7 hari. Bagi yang memiliki
keluarga, melalui pihak keluarga ditawarkan untuk
mengikuti pembinaan khusus di UPTD Kampung
Anak Negeri. Apabila tidak bersedia, anak jalanan
di kembalikan kepada pihak keluarga. Bagi yang
tidak memiliki keluarga, akan dikirim ke UPTD
Kampung Anak Negeri.

2. Penjangkauan

Penjangkauan merupakan kegiatan
menjangkau anak jalanan melalui pendekatan awal
terhadap keluarganya. Penjangkauan dilakukan
berdasarkan data identifikasi dari Liponsos
Keputih, hasil updating data PMKS anak dari
Bappeko, Dinas Sosial dan Bapemas Kota
Surabaya, Informasi lembaga terkait (Kepolisian,
Lapas Anak, LSM) dan infromasi dari warga
masyarakat. Pada tahap penjangkauan ini, keluarga
anak jalanan di berikan penjelasan mengenai tujuan
dan manfaat pembinaan, bentuk kegiatan dan
fasilitas UPTD. Saat ini masyarakat sudah semakin
aktif dan peka terhadap anak jalanan. Mereka
melapor ke UPTD jika di lingkungan sekitarnya ada
anak jalanan. Apresiasi masyakat yang baik
didukung oleh UPTD Kampung Anak Negeri dan
Dinas Sosial dengan cara menjangkau dan
mendorong anak untuk mengikuti program
pemberdayaan.

3. ldentifikasi dan Seleksi

Kegiatan identifikasi dan seleksi melibatkan
tenaga dokter, psikolog, petugas administrasi, dan
pendamping anak jalanan. Proses identifikasi
meliputi pemeriksaan kesehatan fisik secara
menyeluruh, pemeriksaan psikis, pengisian riwayat

hidup, dan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
Dalam proses ini, anak jalanan yang dianggap
memenuhi syarat sebagai klien dengan kritera
berusia antara 10-18 tahun, berstatus penduduk
Surabaya, keluarga tidak mampu, tidak cacat
jasmani dan rohani, dan drop out sekolah.

4. Registrasi

Registrasi merupakan proses pengesahan
calon klien menjadi klien resmi dengan bentuk
pencatatan dalam buku induk sehingga anak
mendapatkan nomor registrasi dan seorang
pendamping. Selanjutnya, pengisian dan
penandatangan kontrak antara pengelola dan wali
asuh yang menyatakan bahwa klien bersedia
mengikuti program pelayanan dengan sungguh-
sungguh.

5. Penerimaan dan Pengasramaan

Dalam acara penerimaan, pimpinan panti
menjelaskan lingkungan fisik dan sosial panti
sehingga anak dapat memahami situasi di UPTD.
Setiap anak mendapatkan perlengkapan sekolah,
perlengkapan mandi, seragam, nomor ruang tidur
dan kunci lemari. Saat pengasramaan, setiap anak
diberikan kebutuhan fisiologis seperti pelayanan
pangan, pelayanan papan, dan pelayanan sandang.

Proses pemberdayaan selanjutnya setelah
tahapan rekruitmen adalah proses pelayanan. Pada
tahapan ini, anak harus mengikuti beberapa
prosedur pelayanan UPTD yang terdiri dari:

1. Assesmen

Assesmen merupakan kegiatan penelaahan
dan pengungkapan masalah untuk mengetahui
seluruh permasalahan klien, menetapkan rencana
dan pelaksanaan intervensi. Kegiatan ini meliputi:
a. Assesmen Sosial: proses pengungkapan masalah
dan kemampuan klien dengan cara wawancara dan
observasi.
b. Assesmen Psikologis : proses pengungkapan
minat, potensi kemampuan dan intelegensi.
c. Assesmen kesehatan proses pemeriksaan
kondisi fisik dan kesehatan.

2. Orientasi

Kegiatan orientasi dilakukan dalam bentuk
pengenalan program panti dan lingkungan panti
melalui kegiatan dinamika kelompok dan outbond.
Tujuannya adalah agar anak memiliki rasa percaya
diri dan tumbuh kesetiakawanan sosial.

3.Intervensi

Tujuan intervensi adalah untuk membentuk
dan merubah mental dan perilaku anak agar adaptif
dan normative. Intervensi terdiri dari bimbingan
mental, bimbngan jasmani, bimbingan sosial,
bimbingan minat, dan bimbingan kogpnitif.

4. Terminasi

Kegiatan pengakhiran/pemutusan  program
pembinaan bagi klien setelah mengikuti kegiatan
selama 6 bulan. Pada prosesnya, proses ini dapat
diremedial karena dianggap waktu 6 bulan belum
mampu mengubah mental dan perilaku anak secara
utuh.
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5. Evaluasi

Evaluasi adalah proses melihat sejauhmana
kinerja program. Tujuan evaluasi sendiri adalah
untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan program
dan kegiatan terhadap klien sehingga dapat
memperbaiki kinerja dimasa mendatang.

Efektivitas Pemberdayaan Anak Jalanan di
UPTD Kampung Anak Negeri

Dalam program pemberdayaan anak jalanan
yang dilaksanakan di UPTD Kampung Anak
Negeri Surabaya, peneliti akan menggambarkan
dan menilai sejauhmana efektivitas atau derajat
keberhasilan program dalam mencapai tujuan
program tersebut. Penilaian efektivitas dilakukan
dengan menggunakan kriteria efektivitas menurut
James L. Gibson antara lain:

1. Kejelasan tujuan yang dicapai

Tujuan proram pemberdayaan telah jelas
yakni untuk mengembalikan jati diri anak jalanan
agar mereka tidak melakukan aktivitas di jalanan
lagi. Selain itu, didukung dengan visi UPTD
Kampung Anak Negeri untuk mewujudkan anak-
anak yang bermasalah sosial berperilaku normative
dan mandiri agar dapat melaksanakan fungsi
sosialnya secara memadai dalam kehidupan
bermasyarakat. Pada pelaksanaannya, tujuan
tersebut belum mencapai sasaran yang ditentukan
karena menemui  beberapa kendala yang
menghambat pencapaian tujuan yaitu karakteristik
anak jalanan yang terbiasa hidup bebas dan tanpa
aturan terbawa saat mereka masuk di UPTD
sehingga sulit diarahkan, pendamping yang tidak
semua memiliki watak sabar dan telaten terkadang
tersinggung dan memarahi anak-anak, selain itu
motivasi anak-anak dalam mengikuti kegiatan
masih rendah.

2. Kejelasan Strategi pencapaian tujuan

Dalam mencapai tujuan pemberdayaan,
strategi yang digunakan oleh UPTD masih sebatas
pada pelaksanaan kegiatan saat berada di UPTD
saja, yakni dengan membuat kegiatan yang sesuai
dengan minat dan bakat anak. Tidak ada strategi
khusus kepada keluarga anak jalanan dengan
pemberdayaan keluarga, sehingga nantinya ketika
anak keluar, keluarga mampu melanjutkan proses
pemberdayaan yang ada. Bekal yang diperoleh anak
ketika mengikuti kegiatan di UPTD kurang
terberdayakan karena tidak ada strategi untuk
melakukan  kerjasama  dengan  perusahaan-
perusahaan yang mampu mempekerjakan alumni
anak binaan UPTD. Selain itu, tidak ada strategi
UPTD untuk memberikan modal usaha, bagi
mereka yang tertarik untuk berwirausaha.

3. Perencanaan yang matang

UPTD Kampung Anak Negeri membuat
perencanaan program dan kegiatan selama kurun
waktu satu tahun. Perencanaan program dirancang
oleh pembina yang membuat kurikulum dan
pendamping yang membuat agenda kegiatan.

Rancangan program dan Kkegiatan kemudian
dibahas dalam rapat bersama kepala UPTD, staff,
pembina dan pendamping. Rancangan program
hasil pembahasan kemudian diusulkan kepada
Kepala Dinas Sosial untuk mendapat persetujuan.
Perencanaan yang dilaksanakan oleh UPTD telah
berlangsung secara bottom up dan melibatkan
segala aktor yang berperan. Program yang dibuat
telah disesuikan dengan minat dan bakat anak.
4. Penyusunan program yang tepat
Program dan Kkegiatan pemberdayaan anak
jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri meliputi:
a)Bimbingan metal dan spiritual : ibadah harian,
pelajaran agama, PBB dan ESQ.

b)Bimbingan jasmani: senam, kerjabakti, olahraga,
pemeriksaan kesehatan.

c)Bimbingan  sosial bimbingan  hidup
bermasyarakat, kunjungan keluarga, sosialiasi.

d)Bimbingan minat dan bakat :handycraft, seni
musik, seni lukis, seni baca Al Quran dan tata
boga.

e)Bimbingan  kognitif pendidikan  formal,
pendidikan nonformal, pendampingan belajar dan
kunjungan perpustakaan.

Secara formulasi, program mamang telah
disusun secara komprehensif, namun dalam tataran
implementasinya terkendala oleh  kurangnya
motivasi anak dalam mengikuti kegiatan.

5. Tersedianya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana di UPTD tergolong
masih kurang. Sekolah nonformal dibagi kedalam
tiga kelas, tetapi tidak ada bangunan khusus untuk
masing-masing kelas. Kelas baca tulis berlangsung
di ruang Pembina, sedangkan kelas setara SD dan
SMP berlangsung di aula. Aula yang semestinya
dipakai untuk acara-acara tertentu seperti bakti
sosial justru dipakai sebagai ruang makan dan
ruang ketrampilan. Pemakaian ruangan Yyang
multifungsi membuat pelaksanaan kegiatan menjadi
kurang kondusif. Selain itu, banyak peralatan
ketrampilan seperti alat musik yang rusak karena
disimpan di aula, tidak ada tempat penyimpanan
khusus.

6. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Selama ini, jika dilihat dari program-
programnya memang sudah efektif karena telah
disesuikan dengan kebutuhan masing-masing anak.
Namun pelaksanaannya masih belum berjalan
efektif karena kesadaran anak-anak mengikuti
kegiatan masih kurang. Selain itu, program
pemberdayaan di UPTD belum mampu mengcover
anak jalanan di Surabaya, karena daya tampungnya
hanya 35 anak. Tidak ada tempat khusus untuk
merehabilitasi  anak jalanan  berjeniskelamin
perempuan. UPTD hanya merehabilitasi anak
jalanan laki-laki saja, padalah anak jalanan
perempuan lebih rawan terhadap bahaya seks bebas
dan prostitusi.

7. Sistem pengawasan dan pengendalian

yang mendidik
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Pengawasan terhadap anak-anak selama
mengikuti proses pemberdayaan dilakukan selama
24 jam melalui pendamping. UPTD Kampung
Anak Negeri memiliki 6 pendamping yang
mendampingi anak selama 24 jam. UPTD
Kampung Anak Negeri hanya melakukan
pengawasan selama anak berada di UPTD. Tidak
ada pengawasan yang berkelanjutan setelah anak
menyelesaikan proses pemberdayaan di UPTD.
Sehingga pihak UPTD tidak mengetahui bagaimaan
keadaan anak diluar, apakah sudah mendapatkan
pekerjaan yang baik, mendapat perawatan yang
layak dari keluarga ataukah anak justru kembali
lagi ke jalanan.

Kesimpulan

Pelaksanaan pemberdayaan anak jalanan di
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung
Anak Negeri Kota Surabaya berlangsung kurang
efektif. Sebenarnya jumlah anak jalanan di
Surabaya cukup banyak, UPTD hanya memiliki
daya tampung 35 anak. Masih banyak anak jalanan
di luar yang belum tertangani. UPTD Kampung
Anak Negeri belum mampu mengcover anak
jalanan  di  Surabaya.  Kurang efektifnya
pemberdayaan di UPTD dapat dilihat dari:

1) Kejelasan tujuan yang dicapai

Program Pemberdayaan di UPTD Kampung
Negeri bertujuan untuk mewujudkan anak-anak
yang bermasalah sosial berperilaku normatif dan
mandiri. Dalam pelaksanaannya, tujuan tersebut
belum sepenuhnya mencapai sasaran yang telah
ditentukan. UPTD Kampung Anak Negeri
menemui  beberapa  kendala yang  dapat
menghambat pencapaian tujuan tersebut yaitu
karakteristik anak yang terbiasa hidup bebas dan
tanpa aturan membuat anak-anak sulit untuk
diarahkan, tidak semua pendamping memiliki
telaten dan sabar dalam mendampingi dan membina
anak-anak binaan, serta kurangnya motivasi anak
dalam mengikuti kegiatan.

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi yang digunakan masih kurang
komprehensif dan menyeluruh. Strategi masih
sebatas pada pelaksanaan kegiatan saat berada di
UPTD Kampung Anak Negeri saja. Tidak ada
strategi  khusus kepada keluarga anak jalanan
dengan pemberdayaan keluarga. Tidak ada strategi
untuk melakukan kerjasama dengan perusahan-
perusahaan yang mampu mempekerjakan alumni
anak binaan sesuai dengan bekal yang telah mereka
miliki. Selain itu, tidak ada strategi UPTD untuk
memberikan modal usaha, bagi mereka yang
tertarik untuk berwirausaha mengembangkan bekal
keahlian yang diperoleh sewaktu mengikuti
kegiatan pemberdayaan.

3) Perencanaan yang matang

Telah ada perencanaan yang matang dan
berlangsung secara bottom up dengan melibatkan
selurun  aktor yang telibat dalam proses

pemberdayaan di UPTD Kampung Anak Negeri.
Perencanaan program disusun oleh Pembina dan
pendamping berdasarkan minat dan baka masing-
masing anak. Setelah itu, rencana program dibahas
pada rapat koordinasi bersama Kepala UPTD dan
seluruh staff UPTD kemudian diajukan kepada
Dinas Sosial untuk mendapatkan persetujuan.

4) Penyusunan program yang tepat

Program dan kegiatan telah disesuaikan dengan
minat dan bakat masing-masing anak. Secara
formulasi, program memang telah disusun secara
komprehensif namun dalam tataran
implementasinya, program tersebut mengalami
beberapa kendala. Yaitu kurangnya motivasi anak-
anak untuk mengikuti program dan kegiatan. Anak-
anak binaan UPTD terkesan kurang antusias
mengikuti program dan kegiatan yang telah
dijadwalkan.

5) Tersedianya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana di UPTD Kampung Anak
Negeri tergolong masih kurang. Ruangan untuk
pemberdayaan anak binaan UPTD masih terbatas.
Tidak ada ruang kelas untuk kegiatan belajar
nonformal seperti kelas baca tulis, kelas setara SD
dan kelas setara SMP, ruang musik, dan ruang
ketrampilan. Ruang dipakai multifungsi
mengganggu kondusifitas pelaksanaan kegiatan,
misalnya ruang pembina yang dipakai untuk kelas
baca tulis dan aula yang dipakai sebagai ruang
makan dan kegiatan pembelajaran ketrampilan.

6) Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Jika dilihat dari progam-program UPTD
Kampung Anak Negeri memang sudah efektif
karena telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-
masing anak. Namun pelaksanaannya masih belum
berjalan efektif karena kesadaran anak-anak
mengikuti kegiatan masih kurang. Anak-anak
inginnya bebas dan santai. Selain itu, program
pemberdayaan yang dilaksanakan di UPTD
Kampung Anak Negeri belum mampu mengcover
anak jalanan di Surabaya, karena daya tampung
UPTD tersebut hanya 35 anak. Kesemua anak-anak
yang dibina adalah anak yang berjenis kelamin laki-
laki saja. Tidak ada tempat khusus untuk
merehabilitasi anak-anak jalanan yang berjenis
kelamin  perempuan, padahal anak jalanan
perempuan lebih rentan daripada anak laki-laki.

7) Sistem pengawasan dan pengendalian

UPTD Kampung Anak Negeri hanya
melaksanakan pengawasan ketika anak mengikuti
pemberdayaan, diawasi oleh pendamping selama 24
jam.  Namun tidak ada pengawasan Yyang
berkelanjutan setelah anak menyelesaikan proses
pemberdayaan atau keluar dari UPTD. Sehingga
pihak UPTD tidak mengetahui bagaimana keadaan
anak di luar, apakah sudah mendapatkan pekerjaan
yang baik, mendapat perawatan yang layak dari
keluarga, ataukah anak justru kembali lagi ke
jalanan.
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